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ABSTRACT

Sustainable spatial utilization requires public participation in
understanding the importance of spatial use permits. One such permit is the
Application for Conformity of Spatial Utilization Activities (PKKPR) for business
activities. However, Ngawen District is one of the two districts with the lowest
number of PKKPR for business applications compared to other districts within the
Urban Area of Klaten Regency. This study aims to: (1) Analyze public perception
toward the PKKPR for business policy in Ngawen District, Klaten Regency, (2)
Determine the factors influencing public perception of the PKKPR for business
policy in Ngawen District, Klaten Regency, and (3) Identify the influence of public
perception on the low submission rate of PKKPR for business in Ngawen District.
This research uses a quantitative method with a Likert scale. The results indicate
that the level of public perception in Ngawen District regarding the PKKPR for
business policy is relatively positive. Differences in public perception are not
influenced by factors such as age, land tenure status, education level, or
occupation. However, other factors do influence perception. On the other hand,
while perception of the policy does have an impact, it does not significantly
correlate with the low rate of PKKPR for business applications in Ngawen District.
Keywords: Perception, Policy, Conformity of Spatial Utilization Activities
(PKKPR), Business Activities
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ruang didefinisikan sebagai sebagian bahkan keseluruhan tempat
serta komponen-komponen yang termuat di dalamnya yang terdapat di
permukaan bumi yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan di permukaan
bumi berupa tanah (Waskito & Arnowo, 2018). Ruang memiliki arti suatu
tempat hingga keseluruhan tempat di bumi beserta komponen atau unsur-
unsur pendukung yang dapat mempengaruhi kehidupan dan perubahan pada
tanah yang merupakan permukaan bumi. Di sisi lain, ruang dalam Pasal 1
angka 1 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang
merupakan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara
kelangsungan hidupnya. Ruang menurut Ridwan dan Sudrajat (2016) yaitu
suatu tempat yang digunakan untuk melangsungkan kehidupan manusia,
serta sebagai sumber daya alam bentuk karunia Tuhan Yang Maha Esa
kepada Bangsa Indonesia. Maka dari itu perlu dimanfaatkan oleh
masyarakat secara terkoordinasi, terpadu dan efektif dengan tetap
mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, budaya, hankam, dan juga
kelestarian lingkungan sebagai dorongan tercipta suatu pembangunan
nasional yang selaras.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tata ruang ditekankan pada
kata “tata” yang memiliki artian sebagai pengaturan suatu susunan wilayah
atau kawasan berupa ruangan dan akan menciptakan syarat-syarat yang
memiliki manfaat secara ekonomi, sosial budaya, serta politik dan juga
dapat memberikan keuntungan di wilayah tersebut khususnya masyarakat
(Wahid, 2016). Penataan ruang menurut Pasal 1 ayat (5) “menyatakan
bahwa Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.” Penataan ruang

di sini sebagai suatu sistem yang memiliki artian bahwa dalam proses



perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang harus
dilakukan sesuai dengan peruntukannya yang diatur dalam rencana tata
ruang wilayah nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Tata ruang
sebagai bentuk penataan ruang menjadi pengaturan susunan suatu wilayah
atau kawasan yang dapat berguna secara ekonomi, sosial budaya dan politik
dilakukan melalui proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Pemanfaatan
ruang yaitu rangkaian unsur-unsur pembentuk warna lingkungan alam,
lingkungan sosial, lingkungan buatan yang saling berhubungan satu sama
lain. Termasuk juga pemanfaatan ruang berupa pemanfaatan tanah.

Salah satu bagian dari ruang yaitu berupa tanah. Tanah merupakan
bagian dari ruang darat. Tanah merupakan salah satu penunjang
kelangsungan kehidupan dari pertama kali manusia tinggal di bumi. Tanah
memiliki fungsi berupa tempat berkativitasnya manusia setiap hari baik
untuk tempat tinggal hingga menjadi tempat untuk mencari penghidupan,
sehingga dianggap sebagai kebutuhan yang paling mendasar bagi mereka.
Mereka percaya bahwa tanah sangat penting dan menunjang kehidupan
manusia, hingga tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Manusia hidup,
berkembang, dan menjalankan aktivitas di atas tanah, maka setiap saat
manusia berkaitan dengan tanah. Pemanfaatan tanah yang merupakan
bagian dari ruang yang perlu mendapatkan perizinan pemanfaatan ruang
terlebih dahulu dan perlu kesadaran manusia untuk memanfaatkan tanahnya
sesuai izin.

Pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah, serta masyarakat berupa pelaksanaan pembangunan
sektoral dan pengembangan wilayah sesuai dengan rencana tata ruang
(Waskito & Arnowo, 2018). Pemanfaatan ruang merupakan implementasi
dari kegiatan perencanaan ruang. Hasil dari perencanaan ruang berupa
rencana tata ruang digunakan pada pelaksanaan pemanfaatan ruang guna
melaksanakan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah. Dengan

mengikutsertakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.



Izin digunakan oleh pemerintah dalam suatu perangkat hukum administrasi
untuk mengatur masyarakat. Dalam hal ini pemerintah mengadakan
kegiatan perizinan pemanfaatan ruang oleh pemerintah pusat serta
pemerintah daerah untuk mewujudkan keadaan aman dan tertib. Dalam
konteks tata ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan
peruntukan, pemanfaatan supaya lebih berguna dan untuk meningkatkan
pelayanan pada masyarakat serta pada pelaksanaan pembangunan (Ridwan
& Sudrajat, 2016). Perizinan pemanfaatan ruang diatur dalam Permen
ATR/Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan
Ruang. Bahwa seluruh kegiatan Pemanfaatan Ruang harus terlebih dahulu
memiliki KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). KKPR dalam
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 20221 Tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang Pasal 1 ayat (17) bahwa “Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan
Pemanfaatan Ruang dengan RTR”. KKPR termasuk dalam salah satu
persyaratan penting bagi masyarakat sebagai pelaku usaha dalam
pemanfaatan ruang, akan tetapi kurangnya pemahaman masyarakat
mengenai KKPR menjadi suatu permasalahan dalam pemanfaatan dan
penataan ruang yang efektif.

Permasalahan penataan ruang yang sering terjadi yaitu tidak
pedulinya masyarakat terhadap penataan ruang dan kurang pahamnya
masyarakat mengenai arti dari penataan ruang itu sendiri (Sinaga, 2020).
Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait perizinan tata ruang
menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan
perizinan pemanfaatan ruang. Ketidakpahaman masyarakat terhadap
pentingnya tata ruang dan peran masyarakat dalam penataan ruang juga
merupakan salah satu faktor masyarakat tidak paham mengenai perizinan
pemanfaatan ruang. Padahal, perwujudan pembangunan wilayah yang

berkelanjutan dan sesuai dengan rencana tata ruang dapat diupayakan



dengan melalui perizinan sebagai syarat bagi kegiatan pengendalian
pemanfaatan ruang (Muhibbin & Sunardi, 2022).

Di sisi lain, pelayanan perizinan termasuk dalam bagian dari hukum
administrasi negara yang berdampak kepada kepastian hukum investasi
(Mohas & Fasyehuddin, 2021). Investasi merupakan fondasi utama yang
dapat mendongkrak daerah yang berkembang menjadi lebih maju.
Percepatan pembangunan dapat dipengaruhi oleh investasi di berbagai
sektor yang kemudian mampu meningkatkan kesejahteraan dan laju
pertumbuhan ekonomi (Bizri dkk., 2019). Oleh karena itu dipahami bahwa
perizinan menjadi faktor penting dalam pembangunan wilayah. Namun,
beberapa wilayah masih terdapat masyarakat yang belum memahaminya
sehingga tidak mengurus perizinan pemanfaatan ruangnya, salah satunya di
Kabupaten Klaten.

Kabupaten Klaten berada di antara dua kota besar yaitu Yogyakarta
dan Surakarta. Sebagai jalur penghubung antar dua kota besar, Kabupaten
Klaten berpotensi menjadi wilayah yang berkembang. Didukung dengan
adanya pembangunan Tol Yogyakarta-Surakarta menjadi faktor penting
dalam perkembangan wilayahnya. Dari 26 kecamatan yang berada di
Kabupaten Klaten, Kecamatan Ngawen merupakan salah satu kecamatan
yang dilalui Tol dan dijadikan sebagai salah satu pintu exit Tol Yogyakarta-
Surakarta. Kecamatan Ngawen juga termasuk dalam Kawasan Perkotaan
Klaten yang merupakan pusat perkotaan Kabupaten Klaten. Kabupaten
Klaten juga dalam proses penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
Perkotaan Klaten.

Sejak adanya peraturan mengenai KKPR tahun 2021 yaitu berupa
Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang dan juga Permen ATR/ Kepala BPN Nomor 21 Tahun
2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan
Pengawasan Penataan Ruang, Kabupaten Klaten menerapkan peraturan

tersebut pada tahun 2022. Sejak peraturan tersebut diberlakukan,



Kecamatan Ngawen merupakan salah satu dari dua kecamatan yang
memiliki jumlah persetujuan KKPR Berusaha terendah dibandingkan
dengan kecamatan lainnya di Kawasan Perkotaan Klaten, Kabupaten Klaten
dapat dilihat dalam tabel 1. Persetujuan tersebut berupa arsip data
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha
yang dapat dilihat dari Sistem Informasi Pemanfaatan Ruang
(SIMANTARU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Klaten. Rendahnya ajuan PKKPR Berusaha dapat menghambat kepastian
hukum investasi yang akan menghambat perkembangan kawasan
perkotaan. Kecamatan Ngawen juga merupakan kecamatan yang berada di
area pintu exit tol dalam Kawasan Perkotaan Klaten. Di sisi lain, rendahnya
ajuan PKKPR Berusaha juga dapat menimbulkan adanya potensi
pemanfaatan ruang yang ada di sekitar pintu exif tol berjalan tidak sesuai
dengan rencana tata ruang. Berdasarkan hal-hal tersebut, perlu dilakukan
penelitian di Kecamatan Ngawen untuk mengetahui persepsi masyarakat di
Kecamatan Ngawen terhadap Kebijakan PKKPR Berusaha yang membuat
rendahnya permohonan PKKPR Berusaha. Diharapkan nantinya, penelitian
akan dapat mengusulkan strategi untuk meningkatkan animo masyarakat
dalam melakukan perizinan pemanfaatan ruang melalui PKKPR Berusaha
guna meningkatkan investasi di wilayah tersebut sekaligus untuk
mengendalikan pemanfaatan ruangnya.

Tabel 1. Rekap Ajuan Dokumen Pemanfaatan Ruang
Kabupaten Klaten 2023-2024

Ajuan 12%2312 Ajuan Jumlah

No Kecamatan SITR Berusaha | KKPRNB
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024
) ) 3) @ | S| 6 O ® 9 | a0
1 Bayat 41 12 0 1| 14] 10| 18] 23
2 Cawas 13| 12 0 0 9 14| 22| 26
3 Ceper 23 | 24 3 41 14| 13| 40| 41
4 Delanggu 20| 14 0 1| 22 8| 42| 23
5 Gantiwarno 3 1 0 0| 12 71 15 8
6 Jatinom 15 8 1 1] 13| 10| 29| 19




Lanjutan Tabel 1

() (0] A1 @D |6 DG |G a0y
7 Jogonalan 13| 24 0 1| 23] 15| 36| 40
8 Juwiring 21| 17 1 1] 12 6| 34| 24
9 Kalikotes 5 8 0 0 2| 10 7] 18
10 | Karanganom 14 5 0 0| 10 9] 24| 14
11 | Karangdowo 7 3 0 0 3 4| 10 7
12 | Karangnongko 12 3 0 0 7 501 19 8
13 | Kebonarum 41 12 0 1| 11| 10| 15] 23
14 | Kemalang 17 6 0 0 4 1| 21 7
15 | Klaten Selatan 29| 71 1 41 46| 27| 76102
16 | Klaten Tengah 291 29 0 31 19] 13| 48| 45
17 | Klaten Utara 27| 21 0 1] 26| 50| 53| 72
18 | Manisrenggo 12| 13 0 0 8 71 20| 20
19 | Ngawen 7 7 0 0 17| 17| 24| 24
20 | Pedan 11] 14 3 3 8 51 22 22
21 | Polanharjo 9| 13 0 0| 17] 15| 26| 28
22 | Prambanan 37| 31 2 2| 44| 45| 83| 78
23 | Trucuk 12 9 0 0 2 9| 14| 18
24 | Tulung 8 4 0 0 7 8| 15| 12
25 | Wedi 8| 10 1 0 17 14| 26| 24
26 | Wonosari 28 | 20 3 31 29| 21| 60| 44
Jumlah 388 1391 | 15| 26396 (353799770
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten,
2025

Penelitian akan dilakukan di Kecamatan Ngawen dengan judul
“Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten™.

. Rumusan Masalah

Kecamatan Ngawen merupakan salah satu dari dua kecamatan yang
memiliki jumlah PKKPR Berusaha paling rendah dibandingkan dengan
kecamatan yang berada di Kawasan Perkotaan Klaten Kabupaten Klaten.
Total jumlah PKKPR Berusaha yaitu nol persetujuan atau tidak adanya
PKKPR Berusaha di wilayah tersebut terhitung dari data tahun 2023-2024.
Sehingga perlu dilakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai

berikut:



1.

Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan PKKPR Berusaha

di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten?

. Apa faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap

kebijakan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten?

. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat terhadap rendahnya

permohonan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten

Klaten?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk:

1.

Menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan PKKPR Berusaha
di Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten.

Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat
terhadap kebijakan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten
Klaten.

Mengetahui pengaruh persepsi masyarakat terhadap rendahnya
permohonan PKKPR Berusaha di Kecamatan Ngawen Kabupaten
Klaten.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1.

Manfaat ilmiah yaitu untuk memberikan informasi tentang persepsi
masyarakat terhadap Kebijakan PKKPR Berusaha.

Manfaat Praktis yaitu untuk memberikan pertimbangan dalam
merancang strategi pada dinas terkait untuk meningktakan animo
masyarakat untuk mengajukan PKKPR Berusaha sebelum melakukan

kegiatan pemanfaatan ruang berusaha.



BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Persepsi masyarakat Kecamatan Ngawen terhadap Kebijakan
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan Ruang menunjukkan
angka 2,8 yang memiliki arti setuju atau baik akan tetapi masih terdapat
masyarakat yang kurang memahami PKKPR Berusaha itu sendiri. Uji
hipotesis dilakukan setelah uji kualitas data berupa uji validitas dan uji
reliabilitas pada variabel persepsi dan variabel kebijakan menunjukkan
hasil valid dan relliabel. Uji normalitas data pada variabel persepsi dan
kebijakan menunjukkan data berdistribusi normal. Uji linearitas
menunjukkan data linear secara signifikan. Uji heteroskedastisitas
menunjukkan data bersifat homoskedatisitas.

Faktor usia, pendidikan, latar belakang ekonomi (jenis status
penguasaan tanah, pekerjaan) tidak berhubungan signifikan dengan
persepsi masyarakat terhadap kebijakan PKKPR Berusaha. Terdapat
faktor lain yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan
PKKPR Berusaha. Seperti tidak tersebarnya sosialisasi di Kecamatan
Ngawen, Sosialisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tidak
tersampaikan langsung kepada masyarakat serta adanya jasa atau calo

dalam pengurusan PKKPR Berusaha.

. Persepsi berpengaruh signifikan terhadap kebijakan, namun persepsi

tidak berpengaruh signifikan terhadap rendahnya PKKPR Berusaha.
Lamanya pelayanan PKKPR Berusaha mengakibatkan pelaku usaha
menggunakan pernyataan mandiri untuk kegiatan usaha Non UMK.
Faktor lain selain persepsi yaitu kurang berkembangnya kegiatan usaha
di Kecamatan Ngawen yang merupakan wilayah Pintu Exit Tol Ngawen

dikarenakan pintu exit tol baru beroperasi.
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B. Saran

1.

Sosialisasi PKKPR Berusaha dilakukan secara berkelanjutan kepada
masyarakat dan pelaku usaha dengan pelaksanaan lebih dari satu kali di
setiap wilayah, terutama pada wilayah yang memiliki jumlah PKKPR
Berusaha yang masih rendah, untuk melihat seberapa paham masyarakat
atau untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai PKKPR Berusaha.
Sehingga masyarakat benar-benar memahami pentingnya PKKPR
Berusaha untuk kegiatan usaha mereka. PKKPR dilakukan secara tatap
muka tidak hanya dalam bentuk media sosial saja.

Sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kepada kepala desa/lurah
agar disebarluaskan ke masyakarat atau pelaku usaha.

Dilakukan perbaikan sistem pada mekanisme PKKPR Berusaha dalam
memberikan pelayanan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
agar lebih mudah dan cepat untuk menghindari adanya jasa/calo.
Dilakukan penelitian lebih mendalam mengenai adaya kemungkinan
faktor eksternal yang mempengaruhi rendahnya PKKPR Berusaha

dengan menggunakan metode penelitaian campuran atau lainnya.
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